
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1146, 2018 KEMENKEU. Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 

Pencabutan. 
 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 99 /PMK.03/2018 

TENTANG  

PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG 

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  

YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI  

PEREDARAN BRUTO TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), 

Pasal 8 ayat (4), dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib 

Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran 

Bruto Tertentu; 

 

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau 

Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

www.peraturan.go.id



2018, No.1146 -2- 

Nomor 6214); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN 

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 

TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI 

USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK 

YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang 

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki 

Peredaran Bruto Tertentu. 

4. Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak 

Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung 

berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Pajak 

Penghasilan dan dikalikan dengan tarif Pasal 17 ayat (1) 

huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-

Undang Pajak Penghasilan. 

www.peraturan.go.id



2018, No.1146 
-3- 

 

5. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang 

dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan 

dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pajak 

Penghasilan. 

6. Surat Keterangan Pajak Penghasilan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang 

selanjutnya disebut Surat Keterangan adalah surat yang 

diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas 

nama Direktur Jenderal Pajak yang menerangkan bahwa 

Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun 

kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun 

buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

8. Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran 

Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak berjalan untuk 

setiap bulan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan. 

 

BAB II 

SUBJEK PAJAK 

 

Pasal 2 

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang 

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

merupakan: 

a. Wajib Pajak orang pribadi; dan 

b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan 

komanditer, firma, atau perseroan terbatas, 

yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan 

peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 

(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) 

Tahun Pajak. 
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(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dalam hal: 

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak 

Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Pajak 

Penghasilan;  

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan 

komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa 

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian 

khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa 

sehubungan dengan pekerjaan bebas;  

c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak 

Penghasilan berdasarkan: 

1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; 

atau 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 

tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak 

dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun 

Berjalan beserta perubahan atau penggantinya, 

dan 

d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap. 

(3) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: 

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang 

terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, 

konsultan, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT), penilai, dan aktuaris; 

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, 

bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, 

sutradara, kru film, foto model, peragawan/ 

peragawati, pemain drama, dan penari; 

c. olahragawan; 

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, 

dan moderator; 

e. pengarang, peneliti, dan penerjemah; 

f. agen iklan; 

g. pengawas atau pengelola proyek; 
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h. perantara; 

i. petugas penjaja barang dagangan; 

j. agen asuransi; 

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau 

penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya. 

 

BAB III 

TATA CARA PEMBERITAHUAN WAJIB PAJAK YANG MEMILIH 

DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN 

KETENTUAN UMUM PAJAK PENGHASILAN 

 

Pasal 3 

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(2) huruf a, wajib menyampaikan pemberitahuan secara 

tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak melalui: 

a. Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak pusat 

terdaftar;  

b. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 

Perpajakan atau Kantor Pelayanan Pajak Mikro yang 

berada di dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan 

Pajak tempat Wajib Pajak pusat terdaftar; atau 

c. saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Pajak. 

(2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir Tahun 

Pajak dan Wajib Pajak dikenai Pajak Penghasilan 

berdasarkan Ketentuan Umum Pajak Penghasilan mulai 

Tahun Pajak berikutnya. 

(3) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Juli 2018 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Wajib Pajak 

dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan 

Umum Pajak Penghasilan mulai Tahun Pajak terdaftar 

dengan cara menyampaikan pemberitahuan paling 

lambat tanggal 31 Desember 2018 atau paling lambat 

akhir Tahun Pajak terdaftar. 

(4) Bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak tanggal 1 Januari 

2019 dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan 
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